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 .أجمعين محمد وعلى آلو وصحبو
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untuk terus bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan pada skripsi ini 

merujuk pada hasil keputusan bersama (SKB) Mentri Agama dan Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987.  

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra r er ر

 Zai z zet ز
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 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di` ع

atas) 

 Gain g ge غ

 Fa f ef ؼ

 Qaf q ki ؽ

 Kaf k ka ؾ

 Lam l el ؿ

 Mim m em ـ

 Nun n en ف

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah „ apostrof ء

 Ya y ye ي
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Ḍammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I و يَ 

 Fatḥah dan waw Au A dan U و ىَ 

Contoh :  

ي فَ   kaifa : ك 

لَ   haula : ھ ى 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif ...َ اَ|َ... َي

atau ya 

ā a dan garis di atas 

ىي  ِ  kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

 ḍammah dan waw ū u dan garis di atas ى ى

 

Contoh : 

اثَ   māta :  م 

 qīla :  ق ي لَ 

ثَ  ى   yamūtu :  ي م 
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4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

الأ ط ف الَ  - تَ  ض  ؤ   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  ر 

ة َ - ر  ى ىَّ ال م  ي ى تَ  د   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  ال م 

ت َ -  talhah   ط ل ح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  و شَّ

 al-birr  الب زَ  -
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

لَ  - ج   ar-rajulu  الزَّ

 al-qalamu ال ق ل مَ  -

سَ  -  asy-syamsu الشَّم 

لا لَ  -  al-jalālu ال ج 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 
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hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

ذَ  -  ta’khużu ت أ خ 

يئَ  -  syai’un ش 

ءَ  -  an-nau’u الىَّى 

 inna إ نََّ -

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ق ي هَ  - اس  َالزَّ ي ز  َخ  ف ه ى  َاللهَ  َإ نَّ  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  و 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

اھ ا - س  ز  َم  اھ اَو  ز  ج  م  َاللهَ  م   Bismillāhi majrehā wa mursāhā  ب س 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 
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itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ي هَ  - ال م  َال ع  بِّ ر  د َللهَ  م   /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  ال ح 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

ي مَ  - ح  َالزَّ مه  ح   Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الزَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

ي مَ  - ح  َر  ر  ف ى  غ   Allaāhu gafūrun rahīm  اللهَ 

ي عَ  - م  َج  ر  ى  الأ م   َ ه الله    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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ABSTRAK 
 
Sindi Akrola Triana (2025): Dampak Tanggung Jawab Ayah yang Berpoligami 

terhadap Nafkah Anak di Kecamatan Pucuk 

Rantau Kabupaten Kuantan Singingi  

 

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab ayah yang berpoligami terhadap 

nafkah anak dalam konteks budaya Melayu di Kecamatan Pucuk Rantau, 

Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan yang dikaji meliputi Fenomena 

tanggung jawab nafkah anak oleh ayah yang berpoligami pada budaya Melayu di 

kecamatan pucuk rantau, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan 

tanggung jawab nafkah anak dalam keluarga poligami. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam dengan ayah berpoligami, istri-istri, anak-anak, tokoh 

agama, tokoh adat, dan petugas KUA, serta studi dokumentasi. Analisis data 

menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk memvalidasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab nafkah 

dalam hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan budaya Melayu memiliki 

keselarasan dalam menekankan kewajiban ayah memberikan nafkah yang adil 

kepada semua anak, prinsip keadilan sebagai syarat mutlak poligami, serta sanksi 

bagi kelalaian. Implementasi nafkah menunjukkan tiga pola yaitu pembagian 

proporsional berdasarkan kebutuhan, pembagian berdasarkan jumlah anggota 

keluarga, dan pembagian tidak merata yang bermasalah terutama pada perkawinan 

tidak tercatat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan nafkah meliputi 

kemampuan ekonomi sebagai faktor dominan, status pencatatan perkawinan, 

tingkat pendidikan dan pemahaman agama, jarak tempat tinggal, hubungan antar-

istri, dan kontrol sosial masyarakat. Ketidakadilan nafkah berdampak negatif 

terhadap aspek pendidikan, psikologis, sosial, dan hubungan keluarga anak. 

Penelitian merekomendasikan penguatan pembinaan pra-nikah tentang 

konsekuensi poligami, penegakan hukum pencatatan perkawinan, peningkatan 

peran tokoh agama dan adat dalam pengawasan, serta penguatan sistem 

perlindungan anak melalui sinergi antara KUA, Pengadilan Agama, dan Dinas 

Sosial. 

 

Kata Kunci:  Tanggung Jawab Ayah, Poligami, Nafkah Anak, Budaya Melayu, 

Hukum Islam, Kuantan Singingi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peranan 

penting dalam membangun karakter dan masa depan anak. Dalam kerangka 

hukum Islam dan budaya Melayu, kewajiban orang tua, terutama ayah, 

terhadap anak mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pemenuhan 

nafkah sebagai kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan. Dalam pandangan 

Islam, nafkah tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik seperti 

pakaian, makanan, dan tempat tinggal, tetapi juga meliputi kebutuhan 

pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang yang seimbang.
1
 

Poligami merupakan praktik perkawinan yang diperbolehkan dalam 

Islam dengan syarat-syarat tertentu yang ketat, sebagaimana tercantum dalam 

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3.
2
 

                           

                             

       

Artunya:  “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap  

(hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahinya), nikahila 

perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan 

tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil nikahilah 

seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. 

Demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. 

                                                           
1
 Nelli Jumni, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta 

Bersama,” Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2017): 29–46. 
2
 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, Bandung: Jumatul Ali, 2004. 
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Meskipun diperbolehkan, praktik poligami membawa konsekuensi 

hukum dan etika yang kompleks, terutama berkenaan dengan tangung jawab 

suami untuk bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Dalam hal 

pemenuhan kebutuhan nafkah, seorang ayah yang menjalani poligami memiki 

tugas ganda atau bahkan lebih untuk memastikan setiap anak dari ikatan 

perkawinannya memperoleh hak nafkah yang adil dan layak.
3
 

Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi 

Riau, Penduduk di daerah ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan 

ajaran Islam dalam aktivitas sehari-hari. Praktik poligami di sini masih 

terlihat, baik yang resmi maupun yang tidak tercatat. Di Kecamatan Pucuk 

Rantau, terdapat nilai-nilai mulia yang mengatur stuktur kehidupan keluarga, 

termasuk di dalamnya tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya.
4
 

Fenomena yang menarik untuk dianalisis adalah bagaimana 

implementasi tanggung jawab nafkah seorang ayah yang berpoligami terhadap 

anak-anaknya diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Pucuk 

Rantau. Berbagai masalah mungkin muncul dalam praktik poligami, seperti 

ketidakadilan dalam pembagian nafkah, pengabaian terhadap anak dari istri 

yang tertentu, keterbatasan ekonomi yang tidak sebanding dengan jumlah anak 

yang menjadi  tanggungan, serta dampak psikologis pada anak-anak yang 

merasa kurang mendapatkan perhatian dan nafkah yang cukup. 

                                                           
3
 Ratna Kusuma Wardani, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children 

Right Fulfillment in Polygamy Family, Jurnal Perempuan Dan Anak 1, no. 1 (2015): 1–6. 
4
 Bazrah Lutopo, Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga, 

Jurnal Bacarita Law 1, no. 5 (2020): 15–27. 
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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Kecamatan 

Pucuk Rantau pada bulan September 2025, ditemukan data 6 kasus poligami 

yang tercatat maupun tidak tercatat secara resmi di wilayah tersebut. Dari 

jumlah tersebut, hasil observasi dan wawancara awal dengan tokoh 

masyarakat, tokoh agama, dan beberapa pihak terkait mengalami 

permasalahan dalam pemenuhan tanggung jawab nafkah terhadap anak. 

Permasalahan yang teridentifikasi dalam observasi awal meliputi beberapa 

aspek. 

1. ketidakmerataan dalam pemberian nafkah, di mana ditemukan kasus 

seorang  ayah yang memberikan nafkah lebih besar kepada anak-anak dari 

istri tertentu (biasanya istri yang lebih muda atau istri yang tinggal 

serumah), sedangkan anak dari istri lainnya menerima porsi yang jauh 

lebih sedikit atau bahkan diabaikan. 

2. keterlambatan serta ketidakpastian dalam pemberian nafkah, di mana 

seorang  ayah tidak rutin memberikan dukungan finansial setiap bulan, 

melainkan hanya memberi sesuai kehendaknya atau mungkin hanya ketika 

diminta,bahkan ada yang hanya menyediakan nafkah setiap beberapa 

bulan sekali. 

3. Pengabaian nafkah pendidikan, di mana beberapa anak dari keluarga yang 

memiliki poligami terpaksa menghentikan pendidikan mereka atau tidak 

dapat melanjutkan ketingkat  pendidikan yang lebih tinggi karena ayah 

tidak manempatkan  nafkah pendidikan  sebagai prioritas utama bagi 

sebagian anak nya. 
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4. keterbatasan finansial yang tidak sebanding dengan banyaknya 

tanggungan, di mana pendaptan seorang  ayah yang berpoligami tidak 

mencukupi untuk memenuhi hidup semua istri dan anak-anaknya dengan 

layak, namun tetap berusaha mempertahan berpoligami 

5. Masalah keluarga yang muncul akibat ketidakadilan dalam memberi  

nafkah, yang menyebabkan keretakan hubungan dengan istri-istri, 

perselisihan antara anak-anak dari ibu yang berbeda, dan dalam beberapa 

kasusu berujung pada perceraian. 

6. Dampak psikologis pada anak-anak sangat terlihat di beberapa situasi, di 

mana mereka merasa terabaikan, merasa perlakuan tidak adil dibandingkan 

dengan saudara kandung dari ibu lain, serta menghadapi trauma yang 

berpengaruh pada mental dan prestasi akademis  mereka. 

Observasi awal juga menunjukkan bahwa sebagian besar kasus 

keluarga yang bermasalah berasal pada keluarga yang poligami, sehingga 

timbul permasalahan nafkah, istri dan anak-anak. Fenomena ini menunjukkan 

bahwa tidak semua ayah yang berpoligami di Kecamatan Pucuk Rantau dapat 

secara optimal dan adil memenuhi tanggung jawab nafkah kepada semua 

anaknya. Seperti yang di tentukan dalam ajaran islam. Hal ini menciptakan 

persoalan hukum dan sosial yang rumit , mengingat semua anak memiliki hak 

setara untuk menerima nafkah dari ayah mereka tanpa adanya diskriminasi. 

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak merupakan 

tanggung jawab mutlak ayah yang tidak dapat ditawar-tawar, sebagaimana 

dijelaskan dalam Pepatah menyebutkan "Air dicencang tidak akan putus" 
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Tanggung jawab ayah kepada anak adalah ikatan darah yang tidak terputus 

meskipun ia berpoligami. Setiap anak tetap berhak atas nafkah penuh.
5
 

Namun, tantangan muncul ketika prinsip-prinsip tersebut harus diaplikasikan 

dalam praktik poligami yang melibatkan kompleksitas ekonomi, sosial, dan 

psikologis.
6
 Penelitian ini menjadi penting mengingat masih minimnya kajian 

akademis yang secara spesifik membahas tanggung jawab nafkah ayah 

berpoligami di wilayah Kecamatan Pucuk Rantau.
7
 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai " Dampak Tanggung Jawab Ayah yang Berpoligami 

terhadap Nafkah Anak (di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten 

Kuantan Singingi)".  

 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan terkait tanggung jawab ayah yang berpoligami 

terhadap nafkah anak di Pucuk Rantau kabupaten kuantan singingi: 

a. Masih terdapat ayah berpoligami yang tidak memenuhi kewajiban 

nafkah anak secara layak, baik dari aspek pangan, sandang, papan, 

pendidikan, maupun kesehatan. 

                                                           
5
 Muhamad AL Mansur, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku Tunjuk Ajar 

Melayu Karta Tenas Effendi Persfektif Maqasid Syariah,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, 2025. 
6
 Abdul Karim, Poligami Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Budaya Melayu Riau, 

Islamic Law 3, no. 5 (2022): 2–5. 
7
 Zulfan Efendi, Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu Dalam Pembinaan Rumah 

Tangga Islam Di Kabupaten Kuantan Singingi, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 3 (2022): 4–10. 
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b. Pembagian  nafkah antar-anak dari istri yang berbeda tidak berjalan 

adil, sehingga menimbulkan ketimpangan kebutuhan dasar di dalam 

keluarga poligami. 

c. Kurangnya pemahaman ayah berpoligami mengenai konsep tanggung 

jawab nafkah menurut hukum Islam, hukum positif Indonesia, 

sehingga pelaksanaan kewajiban tidak sesuai ketentuan. 

d. Implementasi tanggung jawab nafkah anak dalam keluarga poligami 

sering dipengaruhi faktor emosional, seperti kecenderungan ayah pada 

salah satu istri atau anak tertentu. 

e. Status perkawinan sebagian pelaku poligami yang tidak tercatat 

menyebabkan anak dan istri kesulitan menuntut hak nafkah secara 

hukum. 

f. Kemampuan ekonomi ayah berpoligami sering tidak sebanding dengan 

jumlah tanggungan, sehingga berdampak pada ketidakstabilan 

pemenuhan kebutuhan anak. 

g. Dampak sosial dan psikologis muncul pada anak yang tidak 

mendapatkan nafkah secara adil, seperti rasa terabaikan, konflik 

antarsaudara, serta penurunan motivasi belajar. 

h. Adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi masyarakat mengenai 

konsep keadilan nafkah, sehingga terjadi kerancuan dalam praktik 

pemenuhan hak anak. 

i. Pengawasan sosial dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat 

terhadap praktik poligami tidak berjalan optimal, menyebabkan 

pelanggaran kewajiban nafkah tidak terkontrol. 
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j. Belum adanya model atau pola baku pembagian nafkah anak dalam 

keluarga poligami, baik dari segi hukum, adat, maupun praktik sosial, 

sehingga implementasinya bergantung pada subjektivitas ayah. 

2. Batasan Masalah 

Dalam  penelitian ini, penulis membatsi ruang lingkup pembahasan 

agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar dari pokok permasalahan, 

adapun Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada ayah yang 

berstatus poligami dan memiliki anak dari satu istri yang berdomisili di 

Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga 

penelitian tidak mencakup kasus nafkah ayah yang sudah bercerai, tidak 

menafkahi karena kematian, migrasi, ataupun hubungan non-poligami. 

Kajian tanggung jawab yang diteliti dibatasi pada aspek nafkah anak, 

khususnya terkait pemenuhan kebutuhan materi seperti pangan, sandang, 

papan, pendidikan, dan kesehatan. Analisis hukum dalam penelitian ini 

hanya mengacu pada hukum Islam (fiqh munakahat) serta regulasi 

nasional yang relevan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian 

juga dibatasi khususnya nilai dan norma yang berkaitan dengan tanggung 

jawab keluarga, posisi ayah, serta praktik poligami di kecamatan pucuk 

rantau. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 
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a. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak oleh ayah 

berpoligami di kecamatan pucuk kabupaten kuantan singingi? 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemenuhan tanggung 

jawab nafkah anak dalam keluarga poligami di Pucuk Rantau? 

c. Bagaimana perspektif hukum keluarga islam terhadap pelaksanaan 

nafkah anak oleh ayah yang berpoligami di kecamatan pucuk rantau?   

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis pola pembagian tanggung jawab nafkah anak dalam 

keluarga poligami. 

b. Mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

kewajiban nafkah anak. 

c. Mengkaji dampak sosial dan psikologis terhadap anak akibat tidak 

terpenuhinya nafkah. 

d. Merumuskan strategi peningkatan kesadaran dan pelaksanaan 

tanggung jawab nafkah anak. 

2. Manfaat Penelitian 

Untuk Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan 

memperoleh gelar Magister Hukum di universitas islam negeri sultan 

syarif kasim riau 

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu 

Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait implementasi tangung 

jawab nafkah anak dalam konteks poligami. Hasil penelitian ini dapat 
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memperkaya kajian akademis tentang hubungan antara poligami 

menurut hukum islam, dan praktik poligami di kecamtan pucuk rantau 

kabupaten kuantan singingi. 

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah 

kuantan singingi dalam merumuskan kebijakan perlindungan hak anak 

dari keluarga pologami, serta dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang petingnya pemenuhan tangung jawab nafkah anak 

meskipun dalam poligami. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi KUA (kantor 

urusan agama), pengadilan agama, dan lembaga mediasi keluarga 

dalam memberikan pembinaan, konseling, dan penyelesaian sengketa 

terkait tangung jawab ayah berpoligami terhadap nafkah anak. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I :  Pendahuluan  

  Berisi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika  penulisan. 

Bab II :  Landasan Teoritis  

  Menguraikan konsep nafkah dalam hukum Islam, Konsep 

poligami dalam islam, Landasan hukum positif  Indonesia.  
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Bab III : Metode Penelitian   

  Menjelaskan  jenis penelitian dan pendekatan, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,  teknik analisis 

data. 

Bab IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

  Menganalisis fenomena tanggung jawab nafkah anak oleh ayah 

yang berpoligami  menurut masyarakat setempat, faktor-faktor 

yang mempengaruhi nafkah anak dalam keluarga poligami, serta 

pandangan hukum keluarga islam terhadap nafkah anak oleh ayah 

yang berpoligami  di kecamtan pucuk rantau kabupaten kuatan 

singingi. 

Bab V :  Penutup  

  Berisi kesimpulan, saran.   
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BAB II 

KARANGKA TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam 

a. Pengertian Nafkah 

Secara etimologi, kata nafkah (الىَّف ق ت) berasal dari bahasa Arab 

َ َ –أ و ف ق  َ –ي ى ف ق  َ –إ و ف اق ا  yang (anfaqa-yunfiqu-infāqan-nafaqatan) و ف ق ت 

memiliki arti dasar mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dalam 

kamus bahasa Arab, kata ini juga berkaitan dengan "infaq" yang berarti 

pengeluaran atau pembelanjaan.  Dari segi linguistik, kata nafkah 

memiliki konotasi positif yang menunjukkan tindakan sukarela dan 

penuh tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pihak lain.
8
 

Secara terminologi syariah, para ulama memberikan definisi 

yang beragam namun substansinya sama.
9
Imam Al-Kasani dalam kitab 

Bada'i As-Shana'i mendefinisikan nafkah sebagai "penyediaan 

makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi seseorang yang menjadi 

tanggungan berdasarkan sebab-sebab yang telah ditetapkan syariat.
10

" 

Sedangkan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-

Muhadzdzab menjelaskan bahwa nafkah adalah "segala sesuatu yang 

                                                           
8
 Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta 

Bersama,Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2017): 31–46. 
9
 Azhar Pratama, Rizki, Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah 

Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak ( Studi Kasus Di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara ), Jurnal 

Smart Law 2, no. 2 (2024): 208–16. 
10

 Ibit,. 
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dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan, berupa makanan, 

pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya".
11

 

Wahbah Az-Zuhayli dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu 

memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh: "Nafkah adalah 

penyediaan semua yang dibutuhkan untuk hidup yang mencakup 

makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, dan keperluan 

lain guna mempertahankan hidup seseorang sesuai dengan kapasitas 

yang dimiliki oleh pemberi nafkah dan keperluan penerima nafkah." 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nafkah dalam 

hukum Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
12

 

1) Meliputi aspek material dan immaterial 

2)  Disesuaikan dengan kemampuan dari pihak yang memberikan 

nafkah. 

3)  Memperhatikan kebutuhan dari pihak yang menerima nafkah. 

4) Didasarkan pada hubungan tertentu (antara suami dan istri, antara 

orang tua dan anak, dll) 

5) Memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab sosial 

b. Dasar Hukum Nafkah dalam Al-Quran dan Hadis 

Kewajiban nafkah dalam Islam memiliki landasan yang sangat 

kuat dalam Al-Quran dan Hadis. Berbagai ayat Al-Quran secara 

eksplisit maupun implisit mengatur tentang kewajiban nafkah, 

                                                           
11

 Erfanha Warashandy, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Atas 

Nafkah,Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muamadiyah Surakarta, 2020. 
12

 Rama Dandi, Tangung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraia Persfektif Hukum 

Islam( Studi Kasus Penolakan Dari Mantan Suami Oleh Matan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur 

Kota Dumai, 2023. 
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menunjukkan betapa pentingnya masalah ini dalam sistem hukum 

Islam.
13

 Al-Quran memberikan landasan yang sangat jelas tentang 

kewajiban nafkah. QS. Al-Baqarah: 233  

َ     َ َ  َ   َ  ََ ََ َ َ

   ََ َ    َ َ  َ   َ   َََ

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." 
 

Ayat ini secara tegas menyatakan kewajiban ayah untuk 

memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya. Kata "ma'ruf" 

dalam ayat ini mengandung makna yang luas, yaitu pemberian nafkah 

yang layak, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit, serta sesuai 

dengan norma-norma sosial yang berlaku. QS. At-Talaq ayat 7.
14

 

  ََ ََ ََ  َ َ َ  َ َ َ َ

َََََ ََ َََََََ َََََ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. 

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan." 
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 ady Darmawan Afrinaldi, Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, Jurnal Hukum 

Keluarga 7, no. 1 (2022): 1–10. 
14

 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, Bandung: Jumatul Ali.(2010). 
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Ayat ini tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti 

tentang batas maksimal dan minimal nafkah seorang ayah kepada 

anaknya. Selain itu, tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara pasti 

ukuran nafkah, yang menunjukkan betapa fleksibelnya agama islam 

dalam menetapkan aturan nafkah. 15 

c. Macam-macam Nafkah 

Menurut sifat, penerima, dan bentuknya, para ulama fiqh 

membagi nafkah ke dalam berbagai kategori. Pembagian ini penting 

untuk memahami seluruh lingkup kewajiban nafkah.16 

1) Nafkah Lahiriah (Material) 

Nafkah lahiriah adalah segala kebutuhan fisik yang 

diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Para ulama 

umumnya sepakat bahwa nafkah lahiriah mencakup:
17

 

a) Nafkah makanan (At-Ta'am): Kebutuhan pokok berupa 

makanan yang halal, bergizi, dan cukup untuk mempertahankan 

kesehatan. Makanan yang diberikan harus layak dikonsumsi 

dan sesuai dengan standar hidup yang wajar. Imam Syafi'i 

dalam Al-Umm menyatakan bahwa makanan yang diberikan 

harus dapat memenuhi kebutuhan kalori dan gizi harian. 

                                                           
15

 Wardani, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment 

in Polygamy Family, Jurnal Perempuan dan anak, 5.no 2, 2018. 
16

 Nizam, Kewajiban Orang Tua Laki-Laki ( Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah 

Terjadinya Perceraian. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005. 
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 Pramudya Nawang and Idris, Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah 

Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 14 (2024): 1–12. 
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b) Nafkah pakaian (Al-Kiswah): Pakaian yang menutupi aurat, 

melindungi dari cuaca, dan sesuai dengan norma sosial 

masyarakat. Pakaian tidak harus mewah, tetapi harus layak dan 

tidak memalukan pemakainya. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni 

menjelaskan bahwa pakaian yang diberikan harus sesuai 

dengan musim dan kondisi cuaca.
18

 

c) Nafkah tempat tinggal (As-Sukna): Rumah atau tempat tinggal 

yang aman, sehat, dan layak huni. Tempat tinggal harus 

memberikan perlindungan dari cuaca dan bahaya, serta 

memungkinkan penghuni menjalankan aktivitas sehari-hari 

dengan nyaman. Al-Mawardi dalam Al-Hawi menekankan 

bahwa tempat tinggal harus memiliki fasilitas dasar seperti 

kamar mandi dan dapur. 

d) Nafkah kesehatan: Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan 

yang diperlukan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan. Ini 

termasuk biaya dokter, obat-obatan, rumah sakit, dan 

perawatan medis lainnya. 

e) Nafkah pendidikan: Biaya pendidikan formal dan non-formal 

yang diperlukan untuk pengembangan intelektual dan 

keterampilan. Dalam konteks modern, ini mencakup biaya 

sekolah, buku, alat tulis, dan kegiatan pendidikan lainnya. 
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2) Nafkah Batiniah (Immaterial)  

Nafkah batiniah adalah kebutuhan non-material yang sangat 

penting untuk perkembangan psikologis dan spiritual:
19

 

a) Kasih sayang dan perhatian: Pemberian cinta, kasih sayang, 

dan perhatian yang tulus kepada anak. Ini mencakup kehadiran 

fisik dan emosional orang tua dalam kehidupan anak. 

b) Bimbingan moral dan spiritual: Pendidikan agama, akhlak, dan 

nilai-nilai moral yang diperlukan untuk pembentukan karakter. 

Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam 

keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang 

menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari).
20

 

c) Pendidikan akhlak dan karakter: Pembentukan kepribadian 

yang baik melalui teladan dan bimbingan langsung. Ini 

mencakup pembelajaran tentang sopan santun, kejujuran, 

tanggung jawab, dan nilai-nilai positif lainnya. 

d) Perlindungan dari bahaya: Memberikan rasa aman dan 

terlindung dari berbagai ancaman fisik maupun psikologis.
21
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` 

17 

d. Syarat dan Rukun Kewajiban Nafkah 

Para ulama fiqh telah merumuskan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar kewajiban nafkah menjadi mengikat secara hukum. 

Syarat-syarat ini penting untuk memahami kapan kewajiban nafkah 

mulai berlaku dan kapan kewajiban tersebut dapat gugur.
22

 

1) Adanya hubungan yang Mewajibkan Harus ada hubungan hukum 

yang mewajibkan seseorang memberikan nafkah kepada orang 

lain. Hubungan ini dapat berupa: Hubungan pernikahan yang sah 

(suami-istri), Hubungan nasab (keturunan), Hubungan perwalian. 

2) Kemampuan pemberi nafkah harus memiliki kemampuan untuk 

memberikan nafkah. Kemampuan ini dinilai dari: Kondisi finansial 

yang memadai, Kesehatan fisik dan mental yang baik, Tidak 

sedang dalam kondisi yang menghalangi untuk bekerja.
23

 

3) Kebutuhan Penerima nafkah harus benar-benar membutuhkan 

nafkah tersebut. Jika penerima nafkah sudah mampu memenuhi 

kebutuhannya sendiri, maka kewajiban nafkah dapat gugur atau 

berkurang. 

4) Ketiadaan penghalang syar'i yang menghalangi kewajiban nafkah, 

seperti: Nusyuz (pembangkangan) dari pihak istri, Riddah (murtad) 

dari salah satu pihak, Pemutusan hubungan yang sah menurut 

syariat. 
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Rukun Kewajiban Nafkah adalah:
24

 

1) Pemberi nafkah (Munfiq) Orang yang berkewajiban memberikan 

nafkah. Dalam konteks keluarga, biasanya adalah ayah/suami. 

2) Penerima nafkah (Munfaq 'alaih) orang yang berhak menerima 

nafkah, seperti istri, anak, atau orang tua. 

3)  Objek nafkah (Munfaq) barang atau jasa yang diberikan sebagai 

nafkah. 

4) Sebab yang mewajibkan (Sababun Mujib) s  ebab hukum yang 

mewajibkan pemberian nafkah, seperti akad nikah atau hubungan 

nasab. 

2. Konsep Poligami dalam Islam 

a. Pengertian Poligami 

Poligami merupakan salah satu institusi perkawinan yang 

diakui dalam hukum Islam, yang secara etimologis berasal dari bahasa 

Yunani, yakni "polys" yang bermakna banyak dan "gamos" yang 

bermakna perkawinan. Secara literal, poligami merujuk pada 

perkawinan yang melibatkan banyak pihak, atau lebih tepatnya, suatu 

ikatan perkawinan yag dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih 

dari satu perempuan secara simultan.
25

  

Dalam terminologi hukum Islam, poligami dikenal sebagai 

ta‟addud al-zaujat, yang berarti berbilangnya istri. Menurut para ulama 

fikih, poligami merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh 
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seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang 

bersamaan, dengan batas maksimal empat orang istri.
26

 

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan poligami sebagai 

pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan, baik 

dua, tiga, atau empat orang secara bersamaan, dengan memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sementara itu, 

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa poligami adalah sistem perkawinan 

yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu 

perempuan dalam waktu yang sama, dengan ketentuan bahwa ia harus 

berlaku adil terhadap para istrinya.
27

 

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 3 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam suatu perkawinan, seorang 

pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya 

boleh memiliki seorang suami (asas monogami). Namun, ayat (2) 

menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang 

suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila diminta oleh pihak-

pihak yang berkepentingan.
28
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 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan 

Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1999. 
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2009. 
28

 Abas, Dampak Poligami Dan Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam, Banten: IAIN SMH Banten. 



 

` 

20 

b. Dasar Hukum Poligami 

Dasar hukum poligami dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, 

Hadis, Ijma' ulama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia.  

1) Al-Qur'an 

Praktik poligami dalam Islam memiliki landasan normatif 

yang jelas dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 

3. 

َ ََ ََ   َ َ َ َََ

   َ  َ َ َََ ََ  َ ََ َ

 َ  ََ  َ ََ َََََ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu 

mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang 

kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya." 

 

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Islam memperbolehkan  

praktik poligami dengan batas maksimal empat orang istri, dengan 

syarat utama kemampuan untuk bertindak adil. Keadilan yang 

dimaksud dalam konteks ini meliputi aspek-aspek material, seperti 

penyediaan nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Namun 

demikian, Al-Quran juga memberikan petunjuk dalam Surah An-

Nisa ayat 129.
29
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 َ  ََ  َ  َ   َ َ ََ َ َ

َ َ  َ   ََ َ َ َََ

 َ ََََََ

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di 

antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin 

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu 

Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 

kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan yang diwajibkan 

adalah keadilan dalam hal-hal yang bersifat material dan dapat 

diukur, bukan keadilan dalam ranah perasaan dan cinta, yang 

merupakan domain hati yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol 

oleh manusia 

2) Hadis 

Praktik poligami juga terdapat dalam sunnah Rasulullah 

SAW. Beberapa hadis yang menjadi landasan antara lain: Hadis 

riwayat Abu Dawud dari Ghailan bin Salamah:
30

 

 فَأَسْلَمْنَ  الْْاَىِلِيَّةِ  فِ  نِسْوَةٍ  عَشْرُ  وَلوَُ  أَسْلَمَ  الثػَّقَفِيَّ  سَلَمَةَ  بْنَ  غَيْلَافَ  أَفَّ 
 مِنػْهُنَّ  أرَْبػَعًا يػَتَخَيػَّرَ  أَفْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَّوُ  صَلَّى النَّبِي  فَأَمَرَهُ  مَعَوُ 

 

Artinya: "Sesungguhnya Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk 

Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri pada masa 

jahiliah, kemudian mereka masuk Islam bersamanya. 

Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih empat 

orang di antara mereka." (HR. Abu Dawud) 
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Hadis ini menunjukkan bahwa Islam membatasi jumlah 

istri maksimal empat orang, berbeda dengan praktik sebelum Islam 

yang tidak membatasi jumlah istri. 

3) Ijma' Ulama 

Para ulama fikih dari berbagai mazhab memiliki pandangan 

yang beragam terkait hukum poligami. Mayoritas ulama sepakat 

bahwa hukum asal poligami adalah mubah atau diperbolehkan 

dengan syarat-syarat tertentu. Mazhab Syafi'i, misalnya, 

memandang bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat 

kemampuan untuk bertindak adil dan menyediakan nafkah. Imam 

Syafi'i dalam kitab Al-Umm menegaskan bahwa seorang laki-laki 

boleh menikahi hingga empat orang wanita selama ia yakin mampu 

memenuhi hak-hak mereka.
31

 

Mazhab Hanafi juga memperbolehkan poligami dengan 

penekanan pada kemampuan finansial dan keadilan dalam 

pembagian giliran.
32

 Sementara itu, Mazhab Maliki dan Hanbali 

memiliki pandangan serupa, dengan tambahan bahwa jika 

dikhawatirkan terjadinya kezaliman, maka lebih baik cukup satu 

istri saja.
33

 Dalam perkembangannya, praktik poligami di 

masyarakat Muslim mengalami dinamika yang beragam. Beberapa 

ulama kontemporer bahkan berpendapat bahwa poligami sebaiknya 
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dibatasi atau bahkan tidak dilakukan, mengingat kesulitan 

memenuhi syarat keadilan dalam konteks kehidupan modern.
34

 

Namun demikian, poligami tetap dipraktikkan di berbagai 

wilayah dunia Islam, termasuk Indonesia, dengan berbagai latar 

belakang dan motivasi. Hikmah diperbolehkannya poligami dalam 

Islam antara lain untuk melindungi perempuan dari perzinaan, 

menyediakan solusi bagi masalah ketidakseimbangan jumlah laki-

laki dan perempuan akibat perang atau bencana, mengatasi masalah 

infertilitas istri, serta sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap 

janda dan anak yatim.
35

  

c. Syarat dan Ketentuan Poligami 

Islam tidak memberikan kebebasan absolut dalam praktik 

poligami, melainkan menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk 

mencegah terjadinya kezaliman terhadap istri dan anak-anak. Syarat-

syarat poligami dapat diklasifikasikan menjadi syarat materiil dan 

syarat formil.
36

 

1) Syarat Materiil (Syarat Substantif) 

Syarat materiil merujuk pada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh suami yang bermaksud berpoligami dari aspek 

kemampuan dan kondisi objektif. Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 3 
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36
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dan ketentuan hukum positif di Indonesia, syarat materiil 

meliputi:
37

 

a) Kemampuan Berlaku Adil 

Syarat utama dan paling esensial dalam poligami adalah 

kemampuan untuk bertindak adil terhadap para istri. Keadilan 

yang dimaksud mencakup keadilan dalam hal:
38

 

(1) Pembagian waktu dan giliran bermalam 

(2) Pemyedian nafkah lahir (sandang, pangan, papan) 

(3) Perlakuan dan sikap terhadap masing-masing istri 

(4) Pemenuhan hak-hak istri secara material 

Imam Syafi'i menegaskan bahwa keadilan yang 

diwajibkan dalam poligami adalah keadilan yang bersifat 

lahiriah dan dapat diukur, bukan keadilan dalam ranah cinta 

dan perasaan hati, karena hal tersebut berada di luar kendali 

manusia.39
 

b) Kemampuan Ekonomi (Mampu Memberi Nafkah) 

Suami harus memiliki kemampuan finansial yang 

memadai untuk menafkahi semua istri dan anak-anaknya. Hal 

ini mencakup: 
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(1) Nafkah wajib berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal 

(2) Biaya pendidikan anak-anak 

(3) Biaya kesehatan 

(4) Kebutuhan layak lainnya sesuai kemampuan suami 

Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 

58 ayat (1) huruf a KHI menegaskan bahwa salah satu syarat 

poligami adalah adanya kepastian bahwa suami mampu 

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak 

mereka.
40

 

c) Adanya Alasan atau Kondisi yang Membolehkan 

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan 

Pasal 57 KHI, pengadilan hanya memberikan izin poligami 

apabila terdapat alasan tertentu, yaitu:
41

 

(1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

(2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan 

(3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan 

Namun perlu dicatat bahwa dalam praktik peradilan, 

alasan-alasan ini ditafsirkan secara kasuistik dan tidak bersifat 

limitatif. 
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d) Persetujuan Istri 

Pasal 5 ayat (1) dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 

ayat (1) huruf b KHI menetapkan bahwa persetujuan dari istri 

atau istri-istri yang sudah ada adalah suatu syarat. Persetujuan 

ini bisa diberikan melalui tulisan atau secara langsung, tapi 

harus diumumkan di depan pengadilan, Jika istri tidak setuju, 

pengadilan masih bias mengizinkan poligami setelah 

melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa istri tidak 

mau memberikan persetujuan dan bahwa suami dapat 

memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
42

 

2) Syarat Formil (Syarat Prosedural) 

Syarat formil  merujuk pada ketentuan administratif dan 

prosedural yang perlu dipenuhi saat mengajukan izin poligami. 

Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI, syarat formil 

mencakup:
43

 

a) Pengajuan Permohonan Izin ke Pengadilan 

Seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan 

izin secara resmidengan tulisan kepada Pengadilan Agama di 

daerah tempat tinggalnya. Permohonan ini harus disampaikan 

terlebih dahulu sebelum diajukan sebelum menikahan dengan 

calon istri yang kedua, ketiga, atau keempat dilaksanakan. 
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b) Kelengkapan Dokumen 

Pemohon perlu melengkapinya berkas permohonan 

dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
44

 

(1) Surat permohonan untuk izin poligami 

(2) Salinan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu 

Keluarga (KK) 

(3) Salinan Fotokopi buku nikah atau akta nikah 

(4) Surat keterangan mengenai penghasilan atau bukti 

kemampuan ekonomi 

(5) Surat pernyataan untuk bersikap adil 

(6) Surat persetujuan dari istri (jika istri menyetujui) 

(7) Surat keterangan kesehatan istri (jika alasan poligami 

terkait dengan kondisi kesehatan istri) 

c) Pemeriksaan dan Sidang Pengadilan 

Pengadilan Agama akan pemeriksa permohonan dengan 

memanggil pemohon, istri-istri yang sudah ada, Serta calon 

istri baru untuk mendengarkan penjelasannya. Pengadilan akan 

mengevaluasi apakah syarat-syarat materiil sudah dipenuhi dan 

apakah ada kemungkinan poligami dapat menimbulkan dampak 

negatif.
45
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d) Penetapan atau Putusan Pengadilan 

Apabila pengadilan berpendapat bahwa syarat-syarat 

telah terpenuhi, maka pengadilan akan mengeluarkan 

penetapan izin poligami. Sebaliknya, jika syarat-syarat tidak 

terpenuhi, permohonan akan ditolak.
46

 

3. Landasan Hukum Positif Indonesia 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan 

adalah undang-undang nasional pertama yang mengatur secara 

menyeluruh tentang perkawinan di Indonesia setelah negara ini  

merdeka. Sebelumnya, hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia 

beraneka ragam, mengikuti norma agama dan adat dari berbagai 

kelompok masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, tujuan yang 

ingin di capai adalah untuk menintegrasikan hukum perkawinan di 

tingkat nasional dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan 

kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang beragam. Terkait dengan 

poligami dan tanggung jawab terhadap anak, undang-undang ini 

menetapkan kerangka hukum yang jelas, meskipun tidak secara 

spesifik menyebutkan tentang nafkah anak dalam konteks keluarga 

poligami.
47
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Dalam pasal 1 undang-undang ini, Perkawinan didefinisikan 

sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi 

suami istri untuk membagun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan 

bahwa perkawinan lebih dari sekedar kontrak, tetapi juga mengandung 

aspek spiritual dan moral yang penting. Tujuan untuk membentuk 

menciptakan keluarga yang bahagia menekankan bahwa kesejahteraan 

semua anggota keluarga, termasuk anak-anak, harus menjadi fokus 

utama dalam setiap perkawinan, termasuk  poligami.
48

 

Mengenai poligami, undang-undang ini menganut prinsip 

monogami terbuka yang di jelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan 

bahwa dalam sebuah perkawinan, seorang pria hanya di perbolehkan 

memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu 

suami. Namun, pada ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan dapat 

memberikan izin kepada seorang suami untuk memilki lebih dari satu 

istri jika semua pihak setuju. Ketentuan ini menunjukkan bahwa 

poligami di atur dengan ketat dan harus melewati proses hukum yang 

jelas untuk mendapatkan izin dari pengadilan.
49

 

Pasal 4 dan 5 dari undang-undang ini menjelaskan secara rinci 

syarat-syarat dan prosedur pengajuan izin poligami. Dalam Pasal 4 

ayat (1) diseenyebutkan bahwa pengadilan hanya akan mengizinkan 
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poligami jika: (a) istri tidak bias menjalankan kewajibannya, (b) istri 

mengidap cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 

atau (c) istri tidak bias melahirkan anak.
50

 

Kemudian Pasal 5 ayat (1) menambahkan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi, yaitu: (a) harus ada persetujuan dari istri atau istri-istri, 

(b) suami harus mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan 

anak-anak mereka, dan (c) suami diharuskan   berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak-anak mereka. Syarat tentang kemampuan menjamin 

keperluan hidup ini sangat relevan dengan pembahasan tentang nafkah 

anak dalam keluarga poligami, karena menunjukkan bahwa 

kemampuan finansial suami adalah pertimbangan utama dalam 

mengizinkan poligami.
51

 

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, undang-undang 

ini mencakup beberapa pasal. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa 

kedua orang tua harus merawat dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau 

dapat mandiri, dan tangung jawab ini tetap ada meskipun orang tua 

bercerai. Pasal ini sangat penting karena menegaskan bahwa perceraian 

tidak membebaskan orang tua dari kewajiban merawat dan mendidik 

anak.
52

 Pasal 46 menyebutkan bahwa anak wajib menghormati orang 

tua dan mengikuti perintah baik mereka, serta ketika anak sudah 
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dewasa, ia harus mengambul tangung jawab mendukung orang tua dan 

keluarga langsung jika mereka memerlukan bantuan
53

 

Pasal 47 membahas tanggung jawab orang tua untuk anak-anak 

yang masih di bawah umur atau berada dibawa pengasuhan orang tua. 

Dalam Pasal ini, dijelaskan bahwa anak yang usianyadi bawah 18 

tahun atau belum menikah berada di bawah pengasuhan orang tuanya, 

selama tidak ada pencabutan hak. Orang tua berperan sebagai wakil 

bagi anak dalam segala tindakan hukum baik di dalam dan di luar 

pengadilan. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan  hukum 

bagi anak dan menempatkan tanggung jawab penuh kepada orang tua 

untuk mengurus kepentingan anaknya.
54

 

Pasal 41 dalam UU Perkawinan mengatur dampak perceraian 

terhadap anak, yang menyatakan bahwa baik ibu maupun ayah 

memiliki berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak 

mereka, dengan focus pada hak dan kepentingan anak; jika terdapat 

konflik mengenai hak asuh, pengadilan akan mengambil keputusan; 

dan ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya yang di perlukan 

untuk pemeliharaan dan pendidikan anak.Dalam Pasal ini, jelas bahwa 

ayah memiliki bertanggung jawab utama untuk memenuhi biaya 

pemeliharaan dan pendidikan anak, sehingga ia memilki kewajiban 

nafkah yang utama.
55
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b. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) 

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berfungsi sebagai kodifikasi hukum 

Islam di Indonesia, serta menjadi acuan bagi para hakim di lingkungan 

Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai perkara yang menjadi 

tangung jawab mereka. Dalam konteks penelitian ini, Buku I yang 

membahas tentang poligami dan nafkah adalah yang paling relevan.
56

 

Mengenai poligami, KHI menetaplan aturan pada Pasal 55 

sampai dengan Pasal 59. Pasal 55 menyebutkan bahwa seorang suami 

hanya boleh memili sampai istri secara bersamaan, dengan syarat ia 

mampu berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Jika ia 

tidak mampu berlaku adil, maka tidak diperbolehkan beristri lebih dari 

satu. Pasal 56 mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin 

poligami yang sejalan dengan UU Perkawinan, seperti persetujuan 

istri, kepastian kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup 

istri dan anak-anak, serta komitmen untuk bersikap adil.
57

 

Pasal 57 menegaskan bahwa izin poligami hanya akan 

diberikan oleh pengadilan setelah mendengarkan keterangan dari istri 

yang terlibat di depan siding. Pasal 58 KHI memberikan syarat yang 

lebih terperinci untuk memiliki lebih dari satu istri dibandingkan UU 

Perkawinan. Selain persyaratan yang telah disebutkan dalam UU 
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Perkawinan, KHI menyatakan bahwa izin istri bisa diberikan secara 

lisan maupun tertulis, tetapi jika secara lisan, harus dinyatakan di 

hadapan sidang pengadilan. Izin tersebut masi dapat dicabut  selama 

akad perkawinan baru belum dilaksanakan.
58

 

Pasal 59 memberikan panduan tentang cara pengajuan 

permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama, yang harus 

menyatakan berbagai informasi, termasuk surat tentang penghasilan 

suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, atau surat 

keterangan pajak, atau dokumen lain yang dapat diterima oleh 

pengadilan. Aturan ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial 

diperhatikan dengan serius dalam pengajuan izin poligami.
59

 

Pasal 80 ayat (4) KHI menjelaskan tangung jawab suami yang 

sangat penting terkait dengan nafkah anak, yaitu: (a) suami 

bertanggung  jawab untuk nafkah, pakaian, dan tempat tinggal istri; (b) 

biaya rumah tangga, kesehatan dan biaya pengobatan untuk istri dan 

anak; dan (c) biaya pendidikan bagi anak. Ketentuan ini sangat jelas 

menunjukkan suami sebagai kepala keluarga harus menangung nafkah 

anak. Nafkah tersebut tidak hanya mencakup makanan dan minuman, 

tetapi juga mencakup kesehatan dan pendidikan yang merupakan hak 

dasar setiap anak. Ayat (5) menjelaskan bahwa kewajiban untuk 

memberi nafkah berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri, dan 
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jika istri nusyuz maka kewajiban memberi nafkah gugur sampai istri 

kembali taat.
60

 

Pasal 81 KHI mengatur tentang kemampuan suami dalam 

memberikan nafkah, yang mengharuskan suami wajib menyediakan 

tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih 

dalam masa iddah. Tempat tinggal adalah hunian yang layak bagi istri 

selama masa iddah. Ketentuan ini penting karena menegaskan bahwa 

hak atas tempat tinggal yang layak adalah bagian dari nafkah yang 

wajib dipenuhi oleh suami.
61

 

Mengenai hal nafkah anak secara khusus, KHI mengatur ini 

dalam beberapa pasal. dalam Pasal 93 dinyatakan bahwa tangung 

jawab nafkah bagi anak yang belum mumayyiz adalah menjadi 

tanggung jawab ibu, sedangkan ayah menanggung biayanya.
 62

 

Pasal ini menunjukkan pembagian tugas antara ayah dan ibu 

dalam pengasuhan anak, di mana ibu terlibat langsung dalam 

pengasuhan, sedangkan ayah bertanggung jawab secara finansial.  

Pasal 98 mengatur bahwa batas usia anak yang dapat mandiri atau d 

anggap dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak memiliki 

cacat fisik atau mental atau belum menikah.. Ayat 2 menyatakan 
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bahwa orang tua bertindak untuk anak dalam semua urusan hukum 

baik dalam maupun luar pengadilan.
63

 

Namun, penelusuran terhadap seluruh pasal dalam 

KHI menunjukkan tidak ada satupun pasal khusus membahas cara 

pembagian nafkah anak dalam konteks keluarga poligami.. KHI 

hanya memberikan pengaturan umum tentang kewajiban suami untuk 

bersikap adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya dalam konteks 

polihami, tanpa menjelaskan cara penerapan keadilan itu dalam 

pembagian nafkah.
64

 

Tidak ada keterangan mengenai apakah pembagian nafkah 

harus dilakukan secara merata di antara semua anak, atau disesuaikan 

dengan kebutuhan masing-masing anak, atau menggunakan metode 

tertentu. Ketidak jelasan dalaam pengaturan ini menciptakan 

ketidakpastian hukum dan memberikan peluang untuk berbagai 

interpretasi yang beragam dalam praktik sehari-hari. Hal ini menjadi 

salah satu celah penelitian penting dalam studi ini, mengenai 

bagaimana sebenarnya memberikan nafkah anak dalam keluarga 

poligami diterapkan di masyarakat, khususnya di daerah Pucuk Rantau 

Kabupaten Kuantan Singingi.
65
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c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, 

berfungsi sebagai alat hukum yang sangat kursial untuk menjamin hak-

hak anak di Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki 

kesempatan yang seluas mungkin untuk tumbuh dan berkembang 

dengan optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, maupun 

moral.
66

 

Pasal 4 dari UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap 

anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi dengan layak sesuai dengan martabat kemanusiaan,anak 

juga harus mendapatkan perlindungan dari  segala bentuk kekerasan 

dan diskriminasi. Ketentuan ini sangat penting karena menekankan 

hak-hak dasar anak yang bersifat universal dan tidak boleh dikurangi 

dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi keluarga poligami, Hak 

untuk hidup dan berkembang dengan baik mencakup hak untuk 

mendapatkan dukungan yang cukup dari orang tua, karena tanpa 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, 

dan pendidikan, anak tidak akan dapat tumbuh dengan baik.
67
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Dalam Pasal 13 ayat (1), terdapat sejumlah hak anak yang 

harus dilindungi dan dipenuhi, antara lain: hak untuk mendapatkan 

perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, baik secara 

ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, serta  

penganiayaan; hak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi; hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; 

penangkapan atau penahanan anak hanya dilakukan bila sesuai dengan 

hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai langkah 

terakhir.
68

  

Dalam situasi keluarga poligami, UU Perlindungan Anak ini 

memberikan dasar hukum yang kuat sehingga semua anak, tanpa 

terkecuali, memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perlindungan, 

pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orang tuanya.
69

 Tidak 

boleh ada perlakuan berbeda antara anak dari istri pertama dengan 

anak dari istri-istri berikutnya. Semua anak berhak menerima 

perlakuan yang adil dan pemenuhan hak yang sama. Apabila dalam 

praktik poligami terjadi pengabaian atau diskriminasi terhadap anak 

tertentu, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap UU 

Perlindungan Anak dan dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang 

diatur dalam Pasal 77.
 70
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Pasal 77 UU Perlindungan Anak mengatur tentang sanksi 

pidana bagi orang tua atau pihak lain yang secara sengaja mengabaikan 

anak, sehingga menyebabkan anak mengalami penderitaan, baik fisik, 

mental atau sosial. sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimal 

lima tahun atau denda hingga seratus juta rupiah. Ketentuan ini 

menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak anak dan 

memberi efek jera terhadap orang tua yang tidak bertanggung jawab 

terhadap anak-anaknya.
71

 

 

B. Hipotesis Penelitian 

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah, kajian pustaka, dan 

kerangka teori yang telah bahas sebelumnya, penelitian ini  per;u merumuskan 

hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya melalui 

riset empiris. Hipotesis merupakan dugaan atau kesimpulan sementara 

mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang disusun berdasarkan 

landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian mengenai 

tanggung jawab ayah yang berpoligami dalam memberikan nafkah anak di 

budaya Melayu di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, 

hipotesis yang dibuat mencakup berbagai factor yang berpengaruh terhadap 

pemenuhan kewajiban nafkah tersebut. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 

beberapa aspek ekonomi, sosial-budaya, pemahaman agama, serta dinamika 

dalam keluarga poligami. penelitian ini dibagi menjadi hipotesis mayor yang 
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merupakan dugaan utama penelitian, dan hipotesis minor yang merupakan 

dugaan tambahan untuk memperluas analisis. Setiap hipotesis dirumuskan 

berdasarkan asumsi teoretis dan temuan empiris dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini.
72

 

1. Hipotesis Mayor 

a. Hipotesis Pertama: Perbedaan Pemenuhan Nafkah Berdasarkan 

Status Perkawinan 

Ada perbedaan yang jelas dalam pemenuhan tanggung jawab 

nafkah anak antara ayah yang berpoligami dengan ayah yang 

monogami dalam budaya Melayu di Kecamatan Pucuk Rantau 

Kabupaten Kuantan Singingi. Asumsi dasarkan pada penelitian 

iniadalah bahwa praktik poligami dapat mempengaruhi seberapa baik 

dan teratur ayah dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya. Di 

dalam keluarga poligami, sumber daya finansial yang ada harus dibagi 

di antara beberapa istri dan anak-anak dari pernikahan yang berbeda.
73

 

Perbedaan yang mungkin ada dapat dilihat dari sejumlah aspek. 

Pertama, dari sisi kuantitas yaitu jumlah uang nafkah yang diberikan 

untuk nafkah setiap anak. Kedua, dari sisi kualitas yaitu seberapa 

cukup nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar anak 

termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan 

kesehatan. Ketiga, dari sisi konsistensi yaitu seberapa teratur dan 

berkelanjutan nafkah diberikan dari waktu ke waktu. Dalam konteks 
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budaya Melayu di Kecamatan Pucuk Rantau yang sangat di pengaruhi 

oleh nilai-nilai Islam, pembagian tanggung jawab finansial kepada 

banyak keluarga ini merupakan tantangan tersendiri. Meskipun secara 

umum Islam mengajarkan tentang keadilan dalam poligami, banyak 

kendala yang muncul dalam praktik yang mempengaruhi bagaimana 

prinsip tersebut di terapkan, terutama yang berkaitan dengan 

keterbatasan sumber daya finansial.
74

 

b. Hipotesis Kedua: Pengaruh Faktor Ekonomi 

Tingkat penghasilan dan posisi ekonomi  seorang ayah yang 

menjalani poligami memberikan dampak positif terhadap pemenuhan 

kewajiban nafkah untuk anak-anak dari semua istrinya. Hipotesis ini di 

dasarkan pada teori ekonomi keluarga yang mengemukakan bahwa 

kemampuan finansial adalah faktor penting dalam memenuhi 

kewajiban nafkah. Ayah yang memiliki penghasilan tinggi dan stabil 

cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk 

mencukupi kebutuhan nafkah anak-anak dari berbagai istri secara lebih 

adil dan tepat dibandingkan dengan ayah yang terbatas secara 

ekonomi. Di Kecamatan Pucuk Rantau, dimana banyak penduduknya 

bekerja sebagai petani, pekebun kelapa sawit, pedagang, dan pegawai 

negeri sipil, terdapat variasi tingkat pendapatan yang cukup signifikan. 

Variasi ini diduga berpengaruh pada kemampuan ayah untuk 
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melakukan praktik poligami dan memenuhi tanggung jawab nafkah 

bagi semua anak.
75

 

Ayah dengan status ekonomi yang lebih baik dapat lebih 

mampu untuk menyediakan tempat tinggal  terpisah bagi setiap istri, 

mendanai pendidikan anak hingga tingkat yang lebih tinggi, serta 

memenuhi kebutuhan kesehatan dan pengembangan diri anak-anak. Di 

sisi lain, ayah dengan keterbatasan ekonomi mungkin mengalami 

kesulitan dalam membagi sumber daya yang terbatas di antara 

beberapa keluarga, yang beresiko membuat nafkah tidak tercukupi 

dengan baik untuk sebagian atau bahkan seluruh anak. Status ekonomi 

juga berhubungan dengan akses ke modal, jaringan bisnis, dan 

kesempatan ekonomi. 
76

 

c. Hipotesis Ketiga: Peran Nilai Budaya dan Agama sebagai Mediator 

Nilai-nilai budaya Melayu dan pemahaman mengenai agama 

Islam berfungsi sebagai jembatan dalam hubungan antara praktik 

poligami dan tanggung jawab nafkah anak. Kecamatan Pucuk Rantau 

memiliki sistem nilai yang solid dalam mengatur hubungan antar 

keluarga. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, kasih saying, 

dan kehormatan berfungsi sebagai menjadi pedoman dalam interaksi 

serta pemenuhan kewajiban keluarga. 
77
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Hipotesis ini menyatakan bahwa pemahaman tentang ajaran 

Islam mengenai keadilan dalam poligami, yang tercantum dalam Al-

Quran dan Hadis, serta internalisasi nilai-nilai adat tentang tanggung 

jawab seorang ayah, memengaruhi cara seorang ayah berpoligami 

dalam membagi perhatian dan nafkah kepada anak-anaknya. 

Keterlibatan agama yang dapat mendorong ayah untuk bersikap adil 

terhadap semua anak tanpa memandang dari istri mana anak tersebut 

dilahirkan.
78

 

Dalam  sosok "bapak" diartikan bukan hanya sebagai pencari 

nafkah tetapi juga sebagai pemimpin dalam keluarga yang harus 

memberikan contoh moral dan spiritual. Konsep ini memperkuat 

tanggung jawab ayah dalam konteks poligami. Semakin baik 

pemahaman terhadap agama dan semakin kuat penghayatan nilai-nilai 

budaya, akan semakin tinggi kesadaran untuk berlaku adil dalam 

memenuhi nafkah. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya menjaga 

keseimbangan sosial dan menghindari konflik. Dalam praktik 

poligami, nilai-nilai ini mendorong ayah untuk mengelola keluarga 

dengan bijak agar tidak menimbulkan rasa cemburu dan ketidakadilan 

yang dapat menyebabkan perselisihan.  
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2. Hipotesis Minor 

a. Pengaruh Urutan Pernikahan 

Urutan pernikahan (istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat) 

memengaruhi bagaimana nafkah diberikan kepada anak-anak dari 

setiap istri. Dalam konteks poligami, hubungan antara ayah dengan 

masing-masing istri dan anak dapat berbeda tergantung urutan 

pernikahan. Ada dua kemungkinan pola yang dapat terjadi. Dalam Pola 

pertama, anak-anak dari istri yang dinikahi terlebih dahulu 

mendapatkan nafkah lebih besar karena hubungan emosional yang 

lebih lama dan fakta bahwa mereka biasanya lebih tua, sehingga 

memiliki kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan.
79

 

Sebaliknya, Pola kedua menunjukan bahwa anak-anak dari istri 

yang dinikahilebih baru mungkin mendapatkan lebih banyak perhatian 

dan nafkah, karena ayah masih dalam fase hubungan yang lebih dekat 

dengan istri baru tersebut. penting untuk menguji hipotesisini  guna 

menilai apakah ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam pembagian 

nafkah berdasarkan urutan pernikahan, atau apakah ayah bias bersikap 

adil tanpa membedakan urutan istri seperti yang di ajarkan Islam. 
80

 

b. Pengaruh Jarak Geografis 

Jarak antara tempat tinggal ayah dan masing-masing istri serta 

anak berdampak negatif terhadap kualitas nafkah yang diberikan 
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kepada anak. Di Kecamatan Pucuk Rantau, yang memiliki wilayah 

cukup luas dengan akses jalan yang bervariasi, beberapa ayah yang 

berpoligami menempatkan istri-istrinya di berbagai lokasi yang 

berbeda. Ada yang dalam satu desa namun di rumah terpisah, ada yang 

di desa berbeda dalam satu kecamatan.
81

 

Hipotesis ini menunjukan bahwa semakin jauh jarak antara 

ayah dengan salah satu keluarganya, semakin sedikit intensitas 

interaksi dan perhatian yang diberikan oleh ayah kepada keluarga 

tersebut. pengurangan interaksi berpengaruh pada konsistensi dan 

kecukupan nafkah yang diberikan. Jarak yang jauh menyulitkan ayah 

lebih sulit untuk memantau kebutuhan anak secara langsung, dan 

mengurangi frekuensi pemberian nafkah. Aksesibilitas dan kemudahan 

komunikasi juga memainkan peran dalam dinamika tersebut. Keluarga 

yang tinggal di lokasi yang mudah dijangkau atau memiliki akses 

komunikasi yang baik (telepon, internet) cenderung berkomunikasi 

lebih lancar dengan ayah, sehingga pemenuhan nafkah dapat lebih 

responsif terhadap kebutuhan aktual anak. 
82

 

c. Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan ayah yang berpoligami memiliki pengaruh 

positif terhadap kesadaran dan pelaksanaan tanggung jawab nafkah 

anak dengan adil. Pendidikan dipercaya dapat meningkatkan 
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kemampuan berfikir, pemahaman tentang norma hukum, dan 

kesadaran moral seseorang. Dalam konteks tanggung jawab nafkah 

dalam keluarga poligami, ayah dengan tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi diduga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak 

anak, pentingnya keadilan dalam keluarga, serta konsekuensi hukum 

dan sosial dari penelantaran anak. Ayah berpendidikan tinggi juga 

cenderung memiliki akses terhadap informasi tentang perkembangan 

anak, standar kebutuhan anak sesuai usia, serta pentingnya investasi 

pada pendidikan dan kesehatan anak. 

Di samping itu, ayah berpendidikan tinggi umumnya lebih 

terampil dalam mengelolah keuangan. Mereka dapat merencanakan 

anggaran untuk memenuhi kebutuhan beberapa keluarga secara 

sistematis, menentukan prioritas pengeluaran, serta mempersiapkan 

kebutuhan di masa depan seperti biaya pendidikan anak. 

d. Pengaruh Jumlah Anak 

 Jumlah anak dari semua wanita yang dinikahi terdapat 

hubungan  negatif denganseberapa cukup nafkah yang diterima 

masing-masing anak. Hipotesis ini berasal dari teori ekonomi keluarga 

yang mengatakan bahwa sumber daya yang terbatas harus dibagikan di 

antara anggota keluarga. Dalam keluarga yang menerapkan poligami, 

jumlah anak yang harus ditanggung oleh ayah bias sanggat tinggi, 

terlebih jika setiap istri memiliki beberapa anak.
83
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Dengan Semakin banyaknya jumlah anak yang perlu 

ditanggung, maka semakin terbagi sumber daya ekonomi keluarga 

akan semakin tinggi, kecuali jika ayah dapat meningkatkan 

penghasilannya sesuai dengan penambahan jumlah tanggungan. 

Hipotesis ini akan menguji apakah ada hubungan negatif antara total 

anak dengan tingkat kecukupan nafkah per-anak, atau jika ayah 

mampu menyesuaikan usahanya memenuhi kebutuhan semua anak 

dengan cukup. Beberapa ayah mungkin akan meningkatkan ekonomi 

mereka dengan menambah pekerjaan sampingan atau mengelola 

pengeluaran secara efesien saat jumlah anak bertambah. Namun, tidak 

semua ayah dapat melakukan penyesuaian ini, terutama bagi mereka 

yang memiliki pekerjaan tetap atau yang terhambat oleh kesehatan 

usia.
84

 

e. Pengaruh Konflik Antar-Istri 

Konflik antara pasangan dalam keluarga poligami  berdampak 

pada ketidakstabilan dalam pemenuhan nafkah anak. hubungan antar 

istri dalam keluarga poligami adalah hal yang rumit dan sangat sensitif. 

Dalam situasi ideal, hubungan antar istri seharusnya harmonis, saling 

menghargai, dan memahami posisi satu sama lain. Namun dalam 

kenyataan, konflik sering terjadi karena berbagai alasan seperti 

kecemburuan, persaingan untuk mendapatkan perhatian suami, 
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ketidakadilan dalam pembagian waktu dan nafkah, serta perbedaan 

latar belakang dan karakter.
85

 

Hipotesis ini menyatakan bahwa konflik antar istri dapat 

mempengaruhi cara ayah mengatur nafkah kepada anak-anak. Ketika 

ada konflik atau ketegangan, ayah mungkin lebih  condong berpihak 

padasalah satu istri dengan memberikan perhatian dan nafkah kepada 

anak-anak dari istri tersebut. Di sisi lain, ayah mungkin juga akan 

menghindar dari konflik dengan berkurangnya kehadiran dan interaksi 

dengan keluarga yang berseteru, sehingga perhatian terhadap 

pemenuhan nafkah anak di keluarga tersebut berkurang.  

f. Peran Kontrol Sosial 

Fungsi keluarga besar dan tokoh adat atau agama sebagai 

mekanisme pengawasan sosial terhadap pemenuhan tanggung jawab 

nafkah ayah yang berpoligami. Bersifat komunal, kehidupan individu 

tidak dapat terpisah dari konteks sosial yang lebih besar. Hipotesis ini 

menduga bahwa adanya kontrol sosial ini mempengaruhi sejauh mana 

ayah mematuhi kewajiban nafkah. Ayah yang hidup dengan 

pengawasan masyarakat, cenderung lebih konsisten dalam memenuhi 

tangung jawabnya karena rasa takut sanksi social  berupa teguran, 

malu, atau dikucilkan dari komunitas.
86
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Keluarga besar dari pihak istri, terutama orang tua dan saudara 

dari istri, bertindak sebagai pengawas dan sekaligus pendukung untuk 

pemenuhan hak-hak istri dan anak. Mereka tidak sungkan memberi 

teguran atau bahkan melaporkan kepada tokoh adat jika ayah lalai 

dalam memberikan nafkah dengan baik. Tokoh adat dan agama 

memiliki pengaruh moral yang kuat dalam masyarakat. Mereka dapat 

memberikan nasihat, mediasi dalam konflik keluarga, bahkan 

memberikan sanksi sosial bagi yang melanggar norma. 

Namun di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat pedesaan, termasuk di Kecamatan Pucuk Rantau, seperti 

meningkatan mobilitas, dampak modernisasi, dan melemahnya ikatan, 

dapat membuat control social tradisional menjadi kurang efektif.  

  

C. Penelitian Terdahulu 

Salah satu syarat harus dipenuhi seorang peneliti untuk menujukan 

keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang 

dilakukan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap peneliti 

untuk melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

sejenis dengan penelitian yang dilakukan sehingga dianggap sebagai 

penelitian dan bukan plagarisme. Pada bagian ini penulis hendak memaparkan 

hasil penelitian terdahulu demi menujukkan orisinalitas penelitian ini. Kajian 

tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak, terutama dalam konteks 

keluarga poligami, telah menjadi perhatian banyak peneliti dalam bidang 
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hukum Islam, sosiologi keluarga, dan studi budaya. Namun demikian, 

sebagian besar penelitian tersebut belum menyoroti secara mendalam 

hubungan antara tanggung jawab ayah yang berpoligami. Untuk memperjelas 

posisi penelitian ini, berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan. 

1. Rama Dandi (2023) dalam tesis Magister Hukum UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau meneliti tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian 

dari perspektif hukum Islam dengan studi kasus penolakan nafkah oleh 

mantan suami. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban 

nafkah anak telah diatur secara tegas dalam hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan, dalam praktiknya banyak ayah yang mengabaikan 

kewajiban tersebut dengan alasan ekonomi, konflik dengan mantan istri, 

serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum. Temuan ini 

menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial 

dalam pemenuhan hak nafkah anak.
87

 

2. Diyah Setyowati (2007) dalam tesis Magister Ilmu Hukum Universitas 

Gadjah Mada yang mengkaji pelaksanaan perceraian serta tanggung jawab 

mantan suami terhadap biaya nafkah dan pendidikan anak di Pengadilan 

Negeri Surakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa putusan 

pengadilan mengenai nafkah anak seringkali tidak dilaksanakan secara 

optimal oleh ayah, sehingga hak anak belum sepenuhnya terlindungi. 

Penelitian ini menekankan bahwa lemahnya mekanisme eksekusi putusan 
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menjadi salah satu faktor utama tidak terpenuhinya nafkah anak pasca 

perceraian.
88

 

3. Sri Kartika Sari (2006) dalam tesis Magister Ilmu Hukum Universitas 

Gadjah Mada menganalisis kewajiban bapak terhadap nafkah anak setelah 

perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian ini 

menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum ayah, kondisi ekonomi, serta 

keberadaan keluarga baru sangat mempengaruhi pemenuhan nafkah anak. 

Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga oleh faktor sosial dan 

psikologis ayah pasca perceraian.
 89

 

4. Taufik Arahman (2017) dalam tesis Magister Ilmu Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang mengkaji tanggung jawab ayah dalam 

pemberian nafkah terhadap anak akibat perceraian menurut hukum Islam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara tegas 

mewajibkan ayah untuk menanggung nafkah anak, tanpa memandang 

status perkawinan dengan ibu anak. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan 

kewajiban tersebut sering tidak berjalan maksimal karena lemahnya 

pengawasan dan rendahnya kesadaran religius sebagian ayah.
90
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Perbedaan dan Keunggulan Penelitian Sekarang Penelitian ini 

memiliki sejumlah keunggulan dan perbedaan yang menjadikannya unik 

dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama 

terletak pada konteks wilayah penelitian. Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, daerah yang dikenal 

memiliki masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang berpadu 

erat dengan ajaran Islam. Kondisi sosial-budaya ini memberikan corak 

tersendiri terhadap praktik poligami dan tanggung jawab nafkah yang 

dijalankan oleh para ayah. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas tanggung 

jawab ayah dalam kerangka hukum Islam, tetapi juga menelaah bagaimana 

praktik tersebut secara konkret di lapangan.Perbedaan kedua terletak pada 

fokus kajian. Penelitian ini secara khusus menyoroti tanggung jawab ayah 

terhadap nafkah anak dalam keluarga poligami, bukan tanggung jawab suami 

terhadap istri sebagaimana banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. 

Fokus yang lebih spesifik ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai hubungan ayah-anak dalam sistem keluarga poligami, terutama 

dalam konteks pembagian keadilan ekonomi dan perhatian. Selain itu, 

penelitian ini berupaya menelusuri sejauh mana nilai-nilai seperti prinsip 

keadilan, tanggung jawab serta amanah diimplementasikan dalam kehidupan 

keluarga poligami. Keunggulan berikutnya adalah pada pendekatan 

metodologis yang digunakan. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus, sehingga mampu menggambarkan realitas sosial secara mendalam. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan ayah yang 

berpoligami, anak-anak dari masing-masing istri, tokoh agama, serta tokoh 

adat setempat. Dengan cara ini, penelitian menghasilkan data yang kaya dan 

empirik, bukan sekadar teori atau pandangan normatif. Pendekatan ini berbeda 

dari sebagian besar penelitian sebelumnya yang lebih banyak bersandar pada 

analisis hukum atau literatur pustaka semata.Selain itu, penelitian ini juga 

memiliki keunggulan konseptual, karena menggabungkan antara perspektif 

hukum Islam dan perspektif budaya lokal. Dalam konteks masyarakat Melayu, 

hukum dan adat sering kali berjalan beriringan. Oleh sebab itu, penelitian ini 

tidak hanya menilai tanggung jawab ayah berdasarkan teks hukum Islam, 

tetapi juga menelaah bagaimana nilai-nilai menafsirkan dan menegakkan 

tanggung jawab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendekatan interdisipliner ini menjadikan penelitian lebih komprehensif  

dan kontekstual dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dari sisi 

kontribusi keilmuan, penelitian ini memberikan dua nilai penting. Pertama, 

nilai teoretis berupa penguatan terhadap teori tanggung jawab keluarga dalam 

hukum Islam yang dihubungkan dengan sistem nilai keagamaan.
91

 Kedua, 

nilai praktis berupa sumbangan pemikiran bagi lembaga keagamaan, 

pemerintah daerah, dan tokoh adat dalam melakukan pembinaan masyarakat, 

agar praktik poligami dilakukan sesuai ajaran Islam dan memperhatikan 

keadilan dalam nafkah anak. 
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Melalui hasil penelitian ini, diharapkan muncul kesadaran sosial baru 

bahwa tanggung jawab nafkah tidak hanya bersifat material, tetapi juga 

mencakup perhatian emosional dan pendidikan anak.Keunggulan lain dari 

penelitian ini ialah kebaruan (novelty) yang dimilikinya. Penelitian ini 

merupakan salah satu yang pertama kali secara eksplisit mengkaji tanggung 

jawab ayah yang berpoligami terhadap nafkah anak di Kecamatan Pucuk 

Rantau. Dengan menggabungkan pendekatan hukum Islam dan data empiris 

lapangan, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademik tetapi juga 

memperluas pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai  dan agama 

berinteraksi dalam praktik kehidupan keluarga. Dengan demikian, penelitian 

ini memiliki keunikan dalam ruang lingkup, pendekatan, dan hasil analisisnya. 

Kebaruan Penelitian Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki 

kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengangkat dimensi 

membentuk cara seorang ayah memahami dan menjalankan tanggung jawab 

nafkah terhadap anak-anaknya dalam situasi poligami. Aspek ini belum 

banyak disentuh dalam penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada 

pendekatan hukum formal. Kedua, penelitian ini menawarkan model analisis 

kultural-religius, yaitu upaya memahami hukum Islam bukan hanya sebagai 

aturan normatif, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan diinterpretasikan 

melalui budaya setempat. Ketiga, penelitian ini menghasilkan temuan empiris 

yang memperlihatkan hubungan antara struktur budaya, ajaran agama, dan 

perilaku individu dalam praktik poligami. 
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Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap 

pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang berbasis lokalitas dan nilai-

nilai sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

berkontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis 

bagi masyarakat dan lembaga social. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian  ini adalah studi lapangan yang mengunakan pendekatan 

kualitatif dan empiris. 92
 Pemilihan penelitian lapangan terjadi karena isu yang 

diteliti berkaitan dengan tangung jawab seorang ayah  yang berpoligami 

terhadap nafkah anak,  yang merupakan fenomena sosial yang ada dalam 

masyarakat, tidak hanya sebagai norma hukum yang tertulis.
93

Melalui 

pendekatan ini, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana ajaran islam 

mengenai tangung jawab nafkah diterapkan oleh masyarakat di kecamatan 

pucuk rantau, serta bagaimana adat dan nilai sosial mepengaruhi praktik 

tersebut. 94 Penelitian dengan metode kualitatif dipilih karena tujuan utama 

dari penelitian ini adalah untuk mengerti makna di balik tindakan social alih-

alih sekadar melakukan pengukuran statistik.
95

  

Dalam konteks ini, kajan tidak hanya melihat apakah seorang ayah 

memberikan nafkah, tetapi juga bagaimana tanggung jawab itu dirasakan, 

diterapkan, atau bahkan diabaikan dalam struktur keluarga poligami. 

Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelami 

pengalaman subjektif dari informan, menyelidiki latar budaya, dan memahami 
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kompleksitas relasi sosial dalam keluarga poligami.
96

 Sebuah pendekatan 

empiris terhadap hukum Islam digunakan untuk mengevaluasi bagaimana 

aturan hukumnya mengenai nafkah dan keadilan dalam poligami diterapkan di 

masyarakat. Hal ini sangat penting karena seringkali ada perbedaan antara 

norma hukum Islam (das sollen) dan praktik sosial (das sein). Sebagai contoh, 

meskipun hukum Islam menegaskan bahwa seorang ayah berkewajiban 

memberikan nafkah yang seimbang bagi semua anak, dalam kenyataannya, 

ada perbedaan tanggung jawab antara anak-anak dari istri pertama dan anak-

anak dari istri kedua.
97

 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 

dinamika tersebut secara mendalam dan empiris. Jenis penelitian ini juga 

bersifat deskriptif dan analitis, yang berarti peneliti tidak hanya 

menggambarkan fakta sosial, Namun juga mengintrepretasikannya secara 

sistematis menurut teori hukum Islam, konsep tanggung jawab seorang ayah. 

Dengan mengunakan metode ini, diharapkan penelitian ini mampu 

memberikan jawaban mengenai bagaimana hukum Islam diterapkan dan hidup 

dalam masyarakat yang tetap berpegang pada prinsip "Air dicencang tidak 

akan putus" Tanggung jawab seorang ayah kepada anak tetap merupakan 

ikatan darah yang tidak akan terputus meskipun ia berpoligami. Setiap anak 

memiliki hak penuh terhadap nafkah yang layak.
98
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat 

multidisipliner, yang menggabungkan dua kerangka utama: metode hukum 

Islam (syar„i) dan pendekatan antropologi budaya. Metode hukum Islam 

digunakan untuk menganalisis dimensi normatif dari tanggung jawab nafkah 

seorang ayah dalam konteks  poligami berdasarkan Al-Qur‟an, hadis, dan fiqh, 

sedangkan pendekatan antropologi yang terjadi digunakan untuk 

mengesksplorasi bagaimana fenomena di Kuantan Singingi membentuk 

persepsi dan pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Dalam 

pandangan hukum Islam, kewajiban seorang ayah terhadap anak merupakan 

tangung jawab syar„i yang tetap berlaku meskipun ada perceraian atau 

perbedaan antara istri.
99 Namun, dalam konteks masyarakat Melayu, tanggung 

jawab tersebut sering kali dipengaruhi oleh sistem nilai yang lebih luas, 

mencakup hierarki keluarga, peran ekonomi lelaki, serta struktur sosial 

berdasarkan adat. Oleh sebab itu, pendekatan multidisipliner ini memungkinkan 

penelitian ini menjembatani teori hukum Islam yang bersifat normatif dengan 

kondisi sosial yang nyata dalam masyarakat .
100

 

Pendekatan kualitatif ini diorientasikan pada cara pandang naturalistik, 

yang berarti peneliti berupaya memahami kenyataan sesuai dengan kondisi 

sebenarnya tanpa adanya intervensi. Peneliti berperan sebagai instrumen 

utama dalam pengumpulan data, berinteraksi langsung dengan informan, serta 

menafsirkan makna yang muncul dari pengalaman nyata para pelaku poligami. 
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Dengan demikian, hasil penelitian tidak berbentuk angka, melainkan deskripsi 

naratif yang sarat makna dan mampu menggambarkan realitas secara utuh.
101

 

 

C. Tempat dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten 

Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kecamatan ini dipilih karena merupakan 

salah satu wilayah yang masih kuat memegang nilai-nilai adat yang berpadu 

erat dengan ajaran Islam. Di wilayah ini, struktur sosial dan nilai kekeluargaan 

masih sangat dijaga, sementara praktik poligami, meskipun tidak dominan, 

masih dapat dijumpai di beberapa desa. Adapun alasan pemilihan lokasi 

adalah sebagai berikut: 
102

  

1. Kecamatan Pucuk Rantau dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya 

masih menjunjung tinggi  adat serta Tanggung jawab ayah kepada anak 

adalah ikatan darah yang tidak terputus meskipun ia berpoligami. Setiap 

anak tetap berhak atas nafkah penuh. 

2. Ditemukan beberapa kasus keluarga poligami yang menarik untuk diteliti, 

khususnya dalam konteks tanggung jawab nafkah terhadap anak. 

3. Masyarakat di wilayah ini memiliki struktur sosial yang khas, di mana 

tanggung jawab ayah tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi, tetapi juga 

dari sisi moral, sosial, dan spiritual. 
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4. Ketersediaan informan kunci, seperti tokoh adat, tokoh agama, pejabat 

KUA, serta keluarga yang menjalani poligami, memudahkan proses 

pengumpulan data lapangan. 103
 

 

D. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam periode 4 bulan, dari bulan 

september 2025 hingga desember 2025, dengan pembagian fase sebagai 

berikut:
104

 

Fase I: Persiapan Penelitian (oktober 2025) 

1. Studi pendahuluan  

2. Penyusunan instrumen penelitian 

3. Pengurusan izin penelitian 

4. Sosialisasi penelitian kepada stakeholder lokal 

Fase II: Pengumpulan Data Primer (November 2025) 

1. Wawancara mendalam dengan informan kunci 

2. Observasi partisipan 

3. Dokumentasi  

Fase III: Analisis Data dan Verifikasi (Desember 2025) 

1. Transkripsi dan kodifikasi data 

2. Analisis data awal 

3. Member checking dengan informan 

4. Triangulasi data 
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Fase IV: Finalisasi dan Pelaporan (Januari 2025) 

1. Analisis data lanjutan 

2. Penyusunan laporan penelitian 

3. Konsultasi dengan pembimbing 

4.  Revisi dan finalisasi 

Subjek penelitian dalam studi ini Ayah yang melakukan poligami dan 

memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak dari istri pertama, 

kedua, atau seluruh istrinya.
105

 Kategori ini mencakup ayah yang melakukan 

poligami dengan berbagai motivasi seperti alasan agama, keinginan memiliki 

keturunan lebih banyak, atau faktor sosial lainnya. 

 

E. Responden dan Informan 

1. Pengertian Responden dan Informan 

Dalam dunia penelitian sosial, terutama penelitian yang 

berhubungan dengan bidang kemanusiaan dan sosial, ada dua istilah utama 

yang sering muncul untuk merujuk kepada sumber data manusia, yaitu 

responden dan informan.
106

 Kedua istilah ini sering kali dipakai secara 

bergantian dalam berbagaitulisan ilmiah, meskipun sebenarnya masing-

masing memilki arti dan peran yang berbeda, tergantung pada paradigma 

serta metode penelitian yang diaplikasikan.
107
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Responden dalam konteks penelitian, mengacu pada individu atau 

kelompok yang memberikan tanggapan, komentar, atau jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui alat penelitian 

yang terstruktur dan standar. Istilah responden berasal dari kata Latin 

"respondere" yang berarti menjawab atau merespons.
108

 Dalam 

praktiknya, responden biasanya diminta untuk mengisi survei, atau 

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertutup yang telah 

ditetapkan sebelumnya dengan opsi jawaban yang telah ditentukan.
 109

 

istilah responden lebih banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif di 

mana para peneliti berusaha mengumpulkan data dalam jumlah besar dari 

sampel yang representatif untuk kemudian dianalisis secara statistik untuk 

menarik kesimpulan yang bias diterapkan pada populasi yang lebih luas.
110

 

Sementara itu, istilah informan lebih umum digunakan dalam 

penelitian kualitatif untuk merujuk pada individu atau kelompok yang 

memberikan informasi yang mendalam, beragam, dan menyeluruh 

mengenai fenomena, isu, atau konteks sosial yang menjadi focus studi. 

Kata informan berasal dari bahasa Latin "informare" yang berarti 

membentuk ide atau memberikan wawasan. Berbeda dari responden yang 

hanya menjawab pertanyaan tertutup, informan berfungsi sebagai sumber 

informasi yang menawarkan penjelasan, narasi, pengalaman, pandangan, 

dan interpretasi yang mendalam tentang kenyataan sosial yang sedang 
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diteliti. Informan dipilih bukan berdasarkan jumlahnya, melainkan karena 

kekayaan informasi dan kedalaman pengetahuan yang mereka miliki 

tentang topic yang di teliti.
111

 

Karakteristik informan dalam studi kualitatif meliputi: pertama, 

mereka memiliki wawasan, pengalaman, atau pemahaman yang sangat 

mendalam terkait fenomena yan sedang dianalisa; kedua, informan dapat 

mengeksperesikan pengalaman, pandapat, dan pendangan mereka dengan 

jelas dan rinci kepada peneliti; ketiga, hubungan antara peneliti dan 

informan bersifat lebih personal, fleksibel, dan dialogis; keempat, 

informan menyediakan  data yang kaya akan konteks, makna; kelima, 

jumlah informan tidak perlu banyak, yang penting adalah kedalaman dan 

kekayaan informasi yang diberikan; dan keenam, pemilihan informan 

dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian, bukan berdasarkan prinsip representasi 

statistik.
112

 

Dalam studi ini, istilah yang dipakai adalah informan karena 

penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma 

interpretatif yang bertujuan untuk memahami makna, pemahaman, dan 

pengalaman subjektif dari pelaku sosial terkait praktik poligami dan 

tanggung jawab nafkah anak dalam konteks budaya Melayu. Penelitian 

kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam (verstehen) tentang 
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bagaimana seorang ayah yang melakukan  berpoligami melaksanakan 

tanggung jawab nafkahnya, bagaimana istri dan merasakan dan memahami 

pemenuhan atau kekurangan nafkah, serta bagaimana nilai-nilai dan 

hukum Islam membentuk praktik tersebut, memerlukan data yang kaya, 

kontekstual, dan mendalam yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi 

intensif dengan informan melalui metode wawancara mendalam dan 

observasi partisipatif.
113

 

2. Jenis Informan 

Dalam kajian kualitatif, proses pemilihan dan pengelompokan 

informan adalah tahap  strategis yang sangat penting karena berpengaruh 

pada kualitas serta kedalaman data yang akan dikumpulkan.
114

 Penelitian 

ini mencakup dua kategori besar informan yang masing-masing memiliki 

fungsi dan kontribusi yang berbeda, tetapi saling melengkapi untuk 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang sedang 

diteliti. 115
 

Informan kunci merujuk kepada individu yang memiliki 

pengalaman langsung, pengetahuan yang mendalam, dan keterlibatan 

langsung dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Mereka 

berperan penting dalam praktik sosial yangdianalisis, sehingga informasi 

yang mereka sampaikan adalah primer, otentik, dan sangat dapat 
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dipercaya. Dalam kajian mengenai tanggung jawab ayah yang melakukan 

berpoligami terkait dengan nafkah anak, informan kunci adalah mereka 

yang secara langsung terlibat dan mengalami dinamika kehidupan dalam 

keluarga poligami, terutama yang berhubungan dengan isu nafkah anak. 116
 

a. Kriteria Informan Kunci (Ayah Berpoligami): 

1) Memiliki istri lebih dari satu (dua istri atau lebih) yang masih 

dalam ikatan perkawinan atau telah bercerai 

2) Memiliki anak dari masing-masing istri 

3) Telah menjalani poligami minimal 2 tahun sehingga dapat 

memberikan gambaran yang cukup tentang dinamika pemenuhan 

nafkah 

4) Berdomisili di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan 

Singingi 

5) Bersedia menjadi informan penelitian dan memberikan informasi 

secara terbuka 

b. Kriteria Informan Kunci (Istri dan Anak): 

1) Merupakan istri atau anak dari ayah yang berpoligami yang 

menjadi informan penelitian 

2) Bersedia memberikan informasi tentang pengalaman menerima 

nafkah dalam keluarga poligami 

3) Untuk anak, berusia minimal 15 tahun agar dapat memberikan 

pandangan yang cukup matang 
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c. Kriteria Informan Pendukung: 

1) Tokoh agama atau tokoh adat yang dikenal dan dihormati di 

masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau 

2) Pejabat KUA yang memiliki kewenangan dan akses terhadap data 

perkawinan di wilayah penelitian 

3) Memiliki pemahaman yang baik tentang isu poligami dan tanggung 

jawab nafkah dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. 

4) Bersedia memberikan informasi untuk kepentingan penelitian 

3. Jumlah Informan 

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan secara 

pasti sejak awal, melainkan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan 

tingkat kejenuhan data (data saturation). 117Namun demikian, penelitian 

ini menargetkan 3 (tiga) keluarga poligami sebagai unit analisis utama, 

yang masing-masing terdiri dari:  

a. 1 orang ayah 

b. 1 orang istri (istri pertama atau istri kedua) 

c. 1 orang anak (dari istri yang berbeda)  

d. 1 (satu) orang tokoh agama  

e. 1 (satu) orang tokoh adat  

f. 1 (satu) orang pejabat KUA 
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F. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus untuk mendalami tentang tanggung jawab ayah yang berpoligami 

terkait nafkah anak di Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi. data yang 

digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder.
118

 

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 

informan kunci yang terdiri dari ayah yang berpoligami yang kewajiban 

memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
119

 Informan primer juga mencakup 

mantan istri atau istri-istri yang masih tinggal bersama, anak-anak yang 

menerima nafkah sserta tokoh masyarakat yang paham mengenai masalah 

nafkah anak di daerah tersebut. Pemilihan informan dilakukan dengan 

purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu ayah yang berstatus 

cerai atau berpoligami minimal 2 tahun, memiliki anak di bawah umur atau 

anak yang masih memerlukan nafkah, dan berdomisili di wilayah Pucuk 

Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi.
120

 

Data sekunder diambil dari dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian, seperti informasi demografi wilayah penelitian, catatan pernikahan 

dari Kantor Urusan Agama setempat, serta dokumen-dokumen hukum yang 

mengatur tentang nafkah anak dalam Islam dan hukum positif Indonesia. 
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Sumber data sekunder juga mencakup literatur akademik berupa jurnal, buku, 

skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas topik serupa sebagai bahan 

perbandingan dan pendalaman analisis teoritis.
121

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik 

utama, yaitu pengamatan, wawancara mendalam,dan dokumentasi. Ketiga 

metode ini dipilih agar saling melengkapi dan memperkuat keabsahan data 

yang diperoleh.
122  

Observasi (pengamatan) merupakan kegiatan mengamati dan 

mencatat suatu kejadian atau fenomena secara teratur dan terstruktur, sesuai 

dengan tujuan penelitian.
123

 Metode observasi adalah teknik pengumpulan 

informasi yang dilakukan dengan cara melihat langsung objek dan 

fenomena yang sedang diteliti, kemudian mencatat hasilnya sistematis untuk 

analisis lebih lanjut terkait praktik nafkah anak oleh ayah yang berpoligami. 

Pengamatan dilakukan secara terencana terhadap lingkungan sosial, 

aktivitas petugas di Kantor Urusan Agama, serta interaksi antara anak, ayah, 

ibu, dan aparat terkait.
124

  

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang berhubungan, 

seperti ayah yang berpoligami sebagai informan utama, istri atau anak yang 

menjadi penerima nafkah, serta pejabat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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Pucuk Rantau, Kab. Kuantan Singingi. Setiap sesi wawancara berlangsung 

antara 30-60 menit dan dilakukan di lokasi yang nyaman bagi informan, 

seperti rumah informan atau tempat umum yang tenang. Dengan izin dari 

informan, seluruh proses wawancara direkam menggunakan perangkat 

perekam digital untuk memudahkan saat transkripsi dan menganalisis data. 

Demi menjaga kerahasiaan dan kenyamanan informan, identitas mereka akan 

disamarkan dalam penulisan laporan penelitian.
125

 

Teknik dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data sekunder yang 

mendukung analisis penelitian. Dokumen yang diambil mencakup data 

statistik perkawinan dari Kantor Urusan Agama Pucuk Rantau, peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan nafkah anak, serta literatur 

akademis yang relevan. Dokumentasi juga mencakup foto-foto yang diambil 

selama penelitian (dengan izin dari informan) untuk memberikan gambaran 

visual tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. 126 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang bersifat interaktif. Ada tiga elemen utama dalam model ini, yaitu 

pengurangan data, penyajian data, dan kesimpulan. Proses analisis ini dimulai 

saat pengumpulan data berlangsung dan dilaksanakan secara terus-menerus 

sampai penelitian selesai.
127
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Pengurangan data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, 

menyederhanakan, dan mengabstraksi informasi diperoleh dari wawancara dan 

dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti transkrip wawancara, mengelompokkan 

informasi berdasarkan tema yang muncul, dan menghilangkan data yang tidak 

relevan dengan fokus penelitian.
128

 

Pengambilan kesimpulan berlangsung secara bertahap mulai dari awal 

pengumpulan data hingga penyelesaian penelitian. Kesimpulan awal yang 

masih bersifat sementara akan dicek kembali melalui triangulasi data dan 

verifikasi dengan informan. Kesimpulan akhir disusun berdasarkan semua data 

yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan pertanyaan penelitian serta 

tujuan yang telah diterapkan.
129
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Dampak 

tanggung jawab ayah yang berpoligami terhadap nafkah anak di Kecamatan 

Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan tanggung jawab ayah yang berpoligami terhadap nafkah anak 

di Kecamatan Pucuk Rantau belum sepenuhnya terlaksana secara adil dan 

optimal.  

Meskipun terdapat ayah yang mampu memenuhi nafkah anak 

secara layak, masih ditemukan praktik ketidakadilan dan pengabaian 

nafkah, terutama dalam keluarga poligami yang perkawinannya tidak 

tercatat secara resmi. Pemenuhan nafkah lebih dominan pada aspek 

material, sementara nafkah emosional dan kehadiran ayah dalam 

pengasuhan anak cenderung terabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

praktik poligami belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan 

sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam dan norma sosial masyarakat 

Melayu. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Tanggung Jawab Nafkah 

Anak dalam Keluarga Poligami 

Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menentukan 

kemampuan ayah dalam memenuhi nafkah anak secara berkelanjutan. 

Selain itu, status pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap kekuatan 
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perlindungan hukum bagi anak, tingkat pendidikan dan pemahaman agama 

mempengaruhi kesadaran tanggung jawab ayah, serta hubungan keluarga 

dan jarak tempat tinggal turut mempengaruhi intensitas perhatian dan 

pemenuhan kebutuhan anak. Faktor sosial budaya melalui kontrol sosial 

masyarakat Melayu juga berperan sebagai mekanisme pengawasan, 

meskipun efektivitasnya mulai mengalami penurunan. 

3. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang Tanggung 

Jawab Nafkah Anak dalam Keluarga Poligami 

Hukum Islam mewajibkan ayah berlaku adil dan menanggung 

nafkah anak secara lahir dan batin sebagai kewajiban syar‟i. Hukum positif 

Indonesia menegaskan kewajiban tersebut melalui peraturan perundang-

undangan dengan mekanisme perlindungan dan sanksi hukum terhadap 

penelantaran anak. Sementara itu masih banyak di jumpai seorang ayah 

yang tidak menjalani kewajiban menafkahi anak dan istrinya ini adalah 

salah satu bentuk kezaliman terhadap anak dan istri sebagaimana yang di 

jelaskan dalam surat Al- Baqarah ayat 231. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai tanggung jawab ayah 

yang berpoligami terhadap nafkah anak dalam budaya Melayu di Kecamatan 

Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 
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1. Kepada Pemerintah dan Lembaga Terkait 

Pemerintah melalui Kementerian Agama, Pengadilan Agama, serta 

instansi perlindungan perempuan dan anak perlu memperkuat upaya 

pencegahan dan penanganan penelantaran nafkah anak dalam keluarga 

poligami. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi 

hukum perkawinan dan poligami, optimalisasi fungsi pembinaan pra-

nikah, serta penyediaan akses keadilan yang lebih mudah bagi istri dan 

anak, khususnya dari perkawinan yang tidak tercatat. 

2. Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Adat 

Tokoh agama dan tokoh adat diharapkan dapat berperan lebih aktif 

dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, keadilan, dan amanah 

dalam praktik poligami. Penguatan peran moral dan sosial ini penting 

untuk menjaga maruah keluarga dan mencegah terjadinya pengabaian 

nafkah anak melalui pendekatan keagamaan dan kearifan lokal budaya 

Melayu. 

3. Kepada Pelaku dan Calon Pelaku Poligami 

Laki-laki yang melakukan atau berniat melakukan poligami 

hendaknya mempertimbangkan secara matang kemampuan ekonomi, 

psikologis, dan sosial untuk memenuhi hak-hak anak secara adil. Poligami 

seharusnya tidak dilakukan apabila berpotensi menimbulkan ketidakadilan 

dan penelantaran nafkah anak, baik secara material maupun emosional. 
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4. Kepada Masyarakat 

Masyarakat diharapkan dapat menghidupkan kembali fungsi 

kontrol sosial yang konstruktif dalam budaya Melayu dengan meningkatkan 

kepedulian terhadap pemenuhan hak anak. Sikap saling mengingatkan dan 

kepedulian sosial perlu dikembangkan sebagai upaya pencegahan terhadap 

praktik poligami yang merugikan anak. 

5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tanggung jawab 

nafkah anak dalam keluarga poligami dengan pendekatan dan metode yang 

lebih beragam, baik kuantitatif maupun interdisipliner, serta memperluas 

wilayah kajian guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif 

tentang relasi antara hukum, budaya, dan perlindungan hak anak. 
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LAMPIRAN 

A. Informan kunci  

1. Ayah yang berpoligami 
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2. Informan Ibu 
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3. Informan Anak 
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B. Informan 

1.  pendukung Ustad Kepala KUA Kecamatan pucuk rantau  
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2. Kepala KUA Kecamatan pucuk rantau 
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Daftar pertanyaan Wawancara 

 

No Pertanyaan Wawancara Diperuntukkan bagi 

1. Sejak kapan Bapak melakukan poligami dan 

apa alasan utama Bapak berpoligami? 

Informan Ayah 

2. Apakah pernikahan kedua Bapak tercatat 

resmi di KUA? Jika tidak, apa alasannya? 

Informan Ayah 

3. Berapa penghasilan Bapak per bulan dan dari 

mana sumber penghasilan tersebut? 

Informan Ayah 

4. Bagaimana Bapak membagi nafkah untuk 

kedua keluarga? Apakah ada sistem alokasi 

tertentu? 

Informan Ayah 

5. Berapa jumlah anak yang Bapak tanggung 

dari masing-masing istri? 

Informan Ayah 

6. Apakah Bapak merasa sudah berlaku adil 

dalam membagi nafkah kepada semua anak? 

Informan Ayah 

7. Jenis nafkah apa saja yang Bapak berikan 

(makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan)? 

Informan Ayah 

8. Bagaimana Bapak membagi waktu antara 

kedua keluarga? Apakah ada sistem giliran? 

Informan Ayah 

9. Sejak kapan Ibu mengetahui suami 

berpoligami? Bagaimana reaksi Ibu saat itu? 

Informan istri 1dan 2 

10. Apakah Ibu memberikan izin untuk poligami? 

Jika tidak, bagaimana prosesnya? 

Informan istri 1dan 2 

11. Berapa nominal nafkah yang Ibu terima setiap 

bulan untuk kebutuhan anak-anak? 

Informan istri 1dan 2 

12. Apakah pemberian nafkah dilakukan secara 

rutin atau tidak teratur? 

Informan istri 1dan 2 

13. Apakah nafkah yang diberikan suami cukup 

untuk memenuhi kebutuhan anak-anak? 

Informan istri 1dan 2 

14. Apa dampak poligami terhadap kondisi 

ekonomi dan psikologis anak-anak? 

Informan istri 1dan 2 

15. Apakah Ibu pernah menuntut hak nafkah 

secara hukum? 

Informan istri 1dan 2 

16. Sejak kapan kamu mengetahui ayah menikah 

lagi? Bagaimana perasaanmu saat itu? 

Informan Anak 

17. Apakah kebutuhan sekolahmu (uang SPP, 

buku, seragam) selalu tercukupi? 

Informan Anak 

18. Apakah ayah sering ada di rumah? Berapa kali 

dalam seminggu ayah berkunjung? 

Informan Anak 

19. Apakah kamu pernah tidak bisa sekolah atau 

mengikuti kegiatan karena tidak ada biaya? 

Informan Anak 

20. Apakah kondisi keluarga mempengaruhi 

prestasi belajarmu di sekolah? 

Informan Anak 

21. Jika bisa memilih, apa yang kamu inginkan Informan Anak 
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untuk keluargamu? 

22. Bagaimana pandangan Ustadz tentang praktik 

poligami di Kecamatan Pucuk Rantau? 

Tokoh Agama 

23. Apakah syarat-syarat poligami dalam Islam 

sudah dipahami dan dilaksanakan masyarakat? 

Tokoh Agama 

24. Bagaimana hukum Islam memandang ayah 

yang tidak adil dalam membagi nafkah anak? 

Tokoh Agama 

25. Apa sanksi (dunia dan akhirat) bagi ayah yang 

menelantarkan anak dalam keluarga poligami? 

Tokoh Agama 

26. Bagaimana peran tokoh agama dalam 

mengawasi pelaksanaan poligami di 

masyarakat? 

Tokoh Agama 

27. Apa saran Ustadz untuk perbaikan praktik 

poligami agar sesuai syariat? 

Tokoh Agama 

28. Berapa jumlah pernikahan poligami yang 

tercatat di KUA dalam 3 tahun terakhir? 

Kepala KUA 

29. Apa syarat-syarat administratif untuk 

mendapat izin poligami? 

Kepala KUA 

30. Mengapa banyak masyarakat memilih nikah 

siri untuk poligami? 

Kepala KUA 

31. Apakah KUA memberikan konseling pra-

nikah untuk calon pelaku poligami? 

Kepala KUA 

32. Bagaimana KUA menindaklanjuti laporan 

penelantaran anak dalam keluarga poligami? 

Kepala KUA 

33. Apakah ada koordinasi KUA dengan 

Pengadilan Agama dan Dinas Sosial? 

Kepala KUA 

34. Apa saran Bapak untuk meningkatkan 

perlindungan hak anak dalam keluarga 

poligami? 

Kepala KUA 
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